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Abstrak

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan tatanan dan pola kehidupan
manusia dengan menerapkan kehidupan normal baru (new normal). Salah satu yang
terkena imbas adalah sektor penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum pidana
pada akhirnya menerapkan melakukan penyesuaian, terutama pada saat melakukan
pemeriksaan perkara di pengadilan yaitu dengan melakukan persidangan secara
elektronik. Hal ini sebagai langkah untuk menerapkan protokol kesehatan demi
menjaga keselamatan manusia. Hanya saja ketentuan mengenai hal ini belum ada
pengaturan, di mana KUHAP hanya mengatur metode tatap muka secara langsung,
sehingga MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk menjadi
pelaksanaan persidangan jarak jauh secara elektronik (online). Permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sidang perkara pidana
secara empiris selama pandemic COVID-19 serta tinjauan yiridis terkait penerapan
sidang elektronik berdasarkaan PERMA ditinjau dari perspektif peraturan perudang-
undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan
pendekatan konseptual (conceptual approach) berupa pandangan serta doktrin yang
berlaku, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
historis (historical approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan
perbandingan (comparative approach). Hasil dari penelitian menyatakan bahwa
penerapan sidang elektroik memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum di
Indonesia, tetapi tetap menghadapi sejumlah permasalahan. Dari konteks pengaturan,
PERMA merupakan produk hukum yang berlaku mengikat dan memiliki kekuatan
hukum. Hanya saja pengaturan persidangan secara eletronik ini perlu dinaikkan
levelnya menjadi undang-undang sehingga memiliki kesejajaran dengan KUHAP, atau
setidaknya dapat diusulkan kepada Presiden untuk diterbitkan menjadi Perppu.

Kata kunci: pandemi covid-19, persidangan elektronik, perundang-undangan



Abstract

The COVID-19 pandemic has caused changes in the order and pattern of human life
by implementing a new normal life. One of those affected is the law enforcement sector
in Indonesia. Criminal law enforcement ultimately implements making adjustments,
especially when examining cases in court, namely by conducting virtual trials. This is
a step to implement health protocols to maintain human safety. It's just that there is no
regulation regarding this matter, where the Criminal Procedure Code only regulates by
directly face-to-face method, so that the Supreme Court issues a Supreme Court
Regulation (PERMA) to be the implementation of electronic remote trials (virtual). The
problem raised in this study is how to apply the trial of criminal cases empirically
during the COVID-19 pandemic as well as a Juridical reviewrelated to the virtual
application courts based on PERMA in terms of the perspective of laws and regulations
in Indonesia. This study uses a juridical empirical conceptual approach (conceptual
approach) in the form of prevailing views and doctrines, statutory approach (statute
approach), historical approach (historical approach), case approach (case approach),
and comparative approach (comparative approach). The results of the study stated that
the application of the virtual trial made a positive contribution to law enforcement in
Indonesia, but still the implementation still has any problems. From the regulatory
context, PERMA is a legal product that is binding and has legally force. It's just that
this virtual trial arrangement needs to be leveled upto become a law so that it has
parallels with the Criminal Procedure Code, or at leastit can be proposed to the
President to be issued as a Perppu.

Keywords: covid-19 pandemic, electronic trial, laws and regulations
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